BUPATI BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT SALI NAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 257 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 162 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL NON
PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA

Menimbang

MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan
yang murah dan mudah bagi usaha mikro dalam bentuk
subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan yang
bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. bahwa dalam pelaksanaan pemberian pinjaman yang

murah dan mudah Pemerintah Kabupaten Bandung
menganggarkan program dana bergulir yang ditujukan
kepada pelaku usaha mikro dengan plafon pinjaman
paling besar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per pelaku
usaha;

bahwa pemberian pinjaman yang diberikan dalam
program dana bergulir sampai saat ini berjalan lancar dan
pembayarannya dilakukan secara tepat waktu;

. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada pelaku usaha

yang dapat melunasi pinjamannya secara lancar, serta
untuk mendorong pelaku usaha mikro agar lebih
berkembang, perlu adanya kenaikan plafon pinjaman,
sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 162
Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal
Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana
Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan
Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 329 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen
Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada
Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank, perlu
diubah dan disesuaikan;
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bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen
Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada
Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
Sebagaimana Telah di Ubah Dengan UndangUndang
Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan
Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 6619);
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan
Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atas Pembiayaan
Bank Bagi Bank Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 148, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun

11

2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa
Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat
Melalui Lembaga Keuangan Bank (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non
Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir
Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
Nomor 14);

.Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2022 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen
Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada
Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 162)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 329 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen
Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada
Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 329);
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MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
162 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL NON
PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA
BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA
KEUANGAN BANK

Pasal I
Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Nomor 162
Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal
Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir
Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 329 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 162 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa
Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat
Melalui Lembaga Keuangan Bank (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2022 Nomor 329) diubah sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Plafond pinjaman yang diberikan Lembaga keuangan
Bank kepada penerima dana bergulir maksimal sebesar
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pinjaman
pertama.

(2) Plafon untuk pinjaman kedua dan selanjutnya dapat
diberikan maksimal sebesar Rp5.000.000 (lima juta
rupiah).

(3) Pemberian plafon pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan ketentuan:

a. peminjam telah menyelesaikan/melunasi pinjaman
pertama sesuai dengan jangka waktu pinjaman
tanpa pernah mengalami kemacetan pembayaran
angsuran;

b. terdapat kenaikan omset usaha dalam
pengembangan usahanya.

(4) Dalam hal peminjam tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pinjaman
berikutnya hanya dapat diberikan paling besar sesuai
dengan besaran plafon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI BANDUNG

Ttd.
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA
Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 257

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001



